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ABSTRAK 
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Judul Penelitian  : Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku 

Khalwat Ditinjau Ditinjau Dari Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Baro 

Kecamatan Trumon) 

Tebal Halaman : 57 Halaman 

Pembimbing 1  : Dr. Iskandar, SH., MH. 

Pembimbing 2  : Muhammad Husnul, M.H.I. 

Kata Kunci  : Sanksi Adat, Khalwat, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014,  

    Efektivitas, Gampong Kuta Baro. 

 
Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan sanksi adat terhadap 

pelaku khalwat di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, 

dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus 

khalwat melalui mekanisme adat, dampak penerapan sanksi adat dalam menimbulkan 

efek jera, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum formal. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan mekanisme penyelesaian kasus 

khalwat secara adat di Gampong Kuta Baro, menilai efektivitas sanksi adat yang 

diterapkan terhadap pelaku, serta menganalisis kesesuaian penerapannya dengan Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat 

gampong, tokoh masyarakat, dan pelaku khalwat, serta observasi langsung di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta 

Baro dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan musyawarah gampong dan 

pemberian sanksi berupa denda uang, penyerahan kambing, serta pernikahan pelaku. 

Penerapan sanksi adat terbukti efektif dalam memberikan efek jera melalui rasa malu, 

tanggung jawab sosial, dan pemulihan norma masyarakat. Namun, praktik pernikahan 

paksa tidak selalu berhasil, bahkan menimbulkan persoalan baru seperti konflik rumah 

tangga dan perceraian, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Dari sisi kesesuaian, 

sanksi adat berupa denda sejalan dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, sedangkan 

sanksi berupa pernikahan tidak memiliki dasar hukum dalam qanun dan berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat tetap relevan 

selama dilakukan dengan musyawarah, kesukarelaan, serta sejalan dengan prinsip 

keadilan substantif dalam Qanun Aceh. 
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KATA PENGANTAR 

 الرَّحِيمِِ الرَّحْمَنِِ اللَّوِِ بِسْمِِ

 ـِ كَالصَّلََةِ  ، للِ ّٰوِِ الَػْحَمْدِ   بػَعْدِ  أَمَّا .كَالاهِ  كَمَنِْ كَأَصْحَابوِِِ كَِ آلِوِِ كَعَلَى ,اللَّوِِ رَس وؿِِ عَلَى كَالسَّلََ

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunianya 

kepada kita semua, shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada 

pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengubah pola pikir 

manusia di seluruh dunia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu 

pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul: 

“Efektivitas Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Khalwat ditinjau dari Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kecamatan 

Trumon). Skripsi penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas 

Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penelitian ini.  

Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis 

selama proses penyelesaian skripsi penelitian ini hingga terselesaikan. Ucapan 

terima kasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah 

dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf 

pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan 

administrasi selama menulis skripsi. 

2. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti 

Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan 

dan informasi yang telah diberikan. 
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3. Bapak Dr. Iskandar, SH., MH. selaku pembimbing I dan bapak 

Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada 

penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. 

Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala 

urusan dunia dan akhirat kelak. 

4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda 

Bahari dan Ibunda Jatikah serta seluruh keluarga yang senantiasa 

mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. 

5. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Bapak 

Saifullah, Lc., M. A., Ph.D. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas 

Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh. 

6. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dalam 

dalam pengerjaan skripsi ini yang telah senantiasa bertukar pikiran, 

memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam 

proses penyelesaian tugas akhir ini. 

7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman, baik 

yang berasal dari lingkungan kampus maupun di luar kampus, atas 

dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Tak lupa apresiasi 

ditujukan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat serta 

kebaikan bagi semua 

8. Penulis juga ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah 

mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Segala rasa 

putus asa dan keinginan untuk berhenti dapat dilalui berkat doa, tekad, 

dan komitmen yang terus dijaga. Alhamdulillah, tersusunnya skripsi ini 

menjadi pencapaian berharga yang patut disyukuri dan dibanggakan.‖ 
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Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, 

penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari 

berbagai pihak guna penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 

 

 

                          Banda Aceh, 29 Desember 2024 
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TRANSLITERASI  

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf  

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba 

ngkan 

tidak 

dilambang 

kan 

 țā‘ ț te ط

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā‘ b be ب

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ain ‗ koma ‘ ع Tā‘ t te ت

terbalik 

(di atas) 

 Śa‘ ś es ث

(dengan 

titik di 

atas 

 Gain g Ge غ

 Fā‘ f Ef ؼ Jῑm j je ج

 Hā‘ h ha ح

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf q Ki ؽ

 Kāf k Ka ؾ Khā‘ kh ka dan ha خ

 Lām l El ؿ Dāl d de د



 
 

x 

 

 Żal ż zet ذ

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm m Em ـ

 Nūn n En ف Rā‘ r er ر

 Wau w We ك Zai z zet ز

 Hā‘ h Ha ق Sῑn s es س

 Hamzah ‗ Apostrof ء Syῑn sy es dan ya ش

 Șād ș es ص

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Yā‘ y Ye ي

 Ḍad  de ض

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

  

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  ḍammah U U 

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 
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Tanda Nama huruf Gabungan 

huruf 

Nama 

 fatḥah dan yā‘ Ai a dan i ...ي 

 fatḥah dan ...و 

wāu 

Au a dan u 

   

  Contoh:  

   

 

 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...ى  ...ا   fatḥah dan alῑf 

atau yā‟ 

Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ ῑ a dan garis di atas ي...

 ḍammah dan wāu Ū u dan garis di و. ..

atas 

 

Contoh: 
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4. Tā’ marbūțah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūțah ada dua: 

 

1. Tā‟ marbūțah hidup 

tā‟ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah ‗t‘. 

2. Tā‟ marbūțah mati 

tā‟ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah ‗h‘. 

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā‟ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

   

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

   

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال( , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
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sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

 

Contoh:  

  
7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:  
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Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya.  

Contoh:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh:  

   

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Șamad Ibn Sulaimān 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aceh merupakan wilayah yang memiliki banyak kelebihan, tidak hanya 

pada kekayaan alam tetapi juga budaya nya. Salah satu yang menjadi 

keistimewaan Aceh adalah kewenangan yang diberikan pemerintah untuk 

mengatur daerah nya sendiri dalam bentuk pelaksanaan syariat islam di Aceh 

yang diatur secara legal dan formal dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provnsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Peraturan di Aceh itu diatur dalam 

sebuah peraturan yang disebut dengan Qanun Aceh.
1
 Qanun merupakan salah 

satu bentuk hukum tertulis dalam sistem peraturan perundang-undangan di 

Indonesia yang merupakan hukum sejenis peraturan Daerah Provinsi yang 

mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.
2
 

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan di kalangan pemuda dan 

pemudi masa kini kerap menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang 

memprihatinkan. Islam sudah mengajarkan kita untuk menjaga batasan antara 

laki-laki dan perempuan dalam pergaulannya. Seperti yang Sudah dijelaskan 

dalam surah An-Nur: 30-31, yang bunyinya: 

ُف  ر وْجَه مُْقُ  ُوَيََْفَظ وْا ُابَْصَارهِِمْ ُمِنْ ُيَ غ ضُّوْا ُخَبِي ْرُ َُ  ذٰلِكَُازَكْٰىُلََ مَُُْ  لُْلِّلْم ؤْمِنِيَْْ ُاللٰ هَ َُ  اِنَّ
٠٣۝ُبِاَُيَصْنَ ع وْنَُ  

Katakanlah kepada laki-laki dari kaum beriman agar menjaga 

pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang sedemikian lebih baik 

bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka 

kerjakan. (QS. An-Nur [24]: 30).  

 

                                                           
1  Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Lhoksemawe: Unimal Press, 2016), hlm 2. 
2 Jum Anggraini, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan 

Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3, Juli 2011, hlm. 326. 
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 ظَهَرَُ مَا اِلَُّ زيِْ نَتَ ه نَُّ ي  بْدِيْنَُ وَلَُ ف  ر وْجَه نَُّ وَيََْفَظْنَُ ابَْصَارهِِنَُّ مِنُْ يَ غْض ضْنَُ لِّلْم ؤْمِنٰتُِ وَق لُْ
هَا َ  ج ي  وْبِِِنَُّ عَلٰى بِِ م رهِِنَُّ وَلْيَضْربِْنَُ مِن ْ هِنَُّ اوَُْ لبِ  ع وْلتَِهِنَُّ اِلَُّ زيِْ نَتَ ه نَُّ ي  بْدِيْنَُ وَلَُ   اٰباَءُِۤ اوَُْ اٰباَىِٕۤ
هِنَُّ اوَُْ ب  ع وْلتَِهِنَُّ تِهِنَُّب  ع وْلَُ ابَْ نَاءُِۤ اوَُْ ابَْ نَاىِٕۤ َ  بَنُِْ اوَُْ اِخْوَانِِِنَُّ اوَُْ  َ  بَنُِْ اوَُْ اِخْوَانِِِنَُّ   اوَُْ اَخَوٰتِِِنَُّ 
هِنَُّ رْبةَُِ ا ولُِ غَيُِْ التٰ بِعِيَُْْ اوَُِ ايَِْاَن  ه نَُّ مَلَكَتُْ مَا اوَُْ نِسَاىِٕۤ  لَُْ الَّذِيْنَُ الطِّفْلُِ اوَُِ الرِّجَالُِ مِنَُ الِْ
َ  لنِّسَاءُِۤا عَوْرٰتُِ عَلٰى يَظْهَر وْا َ  زيِْ نَتِهِنَُّ مِنُْ يُ ْفِيَُْْ مَا ليِ  عْلَمَُ باِرَْج لِهِنَُّ يَضْربِْنَُ وَلَُ  اَ  وَت  وْب  وُْ   
عًا اللٰ هُِ اِلَُ ي ْ  ١٣۝ ت  فْلِح وْنَُ لَعَلَّك مُْ الْم ؤْمِن  وْنَُ ايَُّهَُ جََِ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah 

mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang 

(biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke 

dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya 

(auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami 

mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara 

laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra 

saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba 

sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang 

belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak 

mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang 

yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur [24]: 31). 

Khalwat adalah perbuatan menyendiri di tempat tertutup atau 

tersembunyi yang melibatkan dua orang lawan jenis yang bukan mahram dan 

tidak memiliki ikatan perkawinan, dilakukan atas kerelaan keduanya, yang 

berpotensi mengarah kepada perbuatan zina.
3
 Dalam literatur lain dikatakan 

bahwa khalwat ialah berduanya laki-laki dan Perempuan yang bukan muhrim 

ditempat dimana orang lain tidak bisa melihat keduanya, dan juga Imam Al- 

Nawawi mengatakan bahwasanya berduanya laki-laki dengan perempuan asing 

(bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan 

                                                           
3 Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat 

(Banda Aceh: Penerbit NASKAH ACEH, 2015), hlm 7-8. 
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kesepakatan ulama.
4
 

Pada masa kini, perbuatan khalwat dikalangan tertentu mulai dianggap 

sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran 

norma, baik dilakukan secara terang-terangan maupun di tempat yang 

tersembunyi. Salah satu faktor yang menyebabkan perilaku khalwat mulai 

dianggap biasa oleh sebagian masyarakat adalah pengaruh perkembangan zaman 

dan pesatnya penggunaan media social. Media sosial sering kali menjadi sarana 

penyebaran gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sehingga 

memengaruhi cara berpikir dan perilaku generasi muda. Tidak sedikit pelaku 

pelanggaran khalwat berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Lemahnya 

kontrol sosial dari lingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan dan 

perhatian dari pihak keluarga, turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, para 

remaja dan pemuda memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan pelanggaran 

terhadap ajaran Islam, khususnya dalam hal pergaulan bebas.
5 Sehubungan 

dengan upaya penegakan syariat Islam secara menyeluruh, Pemerintah Aceh 

menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai 

regulasi yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pelanggaran 

khalwat. Dalam qanun ini, ditetapkan ketentuan pidana yang lebih sistematis 

dan terukur, dengan mengklasifikasikan uqubat ta„zir berupa hukuman cambuk, 

denda, atau pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap pelaku khalwat, 

sesuai dengan tingkat kesalahan dan pertimbangan hukum yang berlaku. 

Islam secara tegas melarang perbuatan zina, sedangkan khalwat atau 

perbuatan mesum dipandang sebagai washilah (sarana) yang dapat membuka 

peluang terjadinya zina. Hal ini menunjukkan bahwa zina seringkali diawali 

oleh perbuatan lain yang menjadi pemicunya, salah satunya adalah khalwat. 

                                                           
4 Irfan, Khalwat Persektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar), 

Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No.1, Juni 2020, hlm. 115-116. 
5 Hasil Wawancara dengan Salmina selaku Aparatur Gampong Kuta Baro Kecamatan 

Trumon, pada tanggal 02 Juli 2025. 
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Oleh sebab itu, khalwat juga termasuk perbuatan yang dikenai ancaman ‗uqubat 

ta‘zir. Larangan terhadap khalwat dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah 

seseorang terjerumus ke dalam zina, yaitu hubungan layaknya suami istri di luar 

ikatan perkawinan yang sah. Larangan zina ini terdapat dalam surat al- Isra ayat 

32: Artinya: ―dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.‖
6
 

Fenomena khalwat ini juga terjadi di Gampong Kuta Baro, Kecamatan 

Trumon, di mana sebagian besar pelakunya berasal dari kalangan remaja.  

Perbuatan ini umumnya dilakukan di tempat-tempat sepi dan jauh dari 

pengawasan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari masyarakat 

setempat, dalam satu tahun rata-rata terjadi minimal satu kasus khalwat, bahkan 

pada tahun 2021 sampai  2024 tercatat sebanyak tiga kasus khalwat yang terjadi 

di gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon. Salah satu kasus yang menonjol 

melibatkan sepasang remaja berinisial DM dan ID, masing-masing berusia 19 

tahun. Keduanya tertangkap oleh warga saat sedang berduaan di tempat sepi. 

Menanggapi kejadian tersebut, warga bersama tokoh adat segera memanggil 

kedua belah pihak keluarga untuk duduk bersama dalam forum musyawarah 

gampong. Dalam sidang adat tersebut, tokoh-tokoh masyarakat bersama 

keluarga pelaku sepakat untuk menyelesaikan perkara secara adat. Kedua remaja 

tersebut terbukti bersalah dan dikenai sanksi berupa pernikahan langsung pada 

saat itu juga, serta membayar denda berupa seekor kambing dan uang tunai 

sebesar Rp3.000.000, yang ditanggung bersama oleh pihak laki-laki dan 

perempuan sesuai kesepakatan.
7
 

Masyarakat Aceh, khususnya di Gampong Kuta Baro Kecamatan 

Trumon, masih menjadikan hukum adat sebagai sarana utama dalam 

                                                           
6 Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan 

Fikih Dan KUHP, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2, April 2017. 
7 Hasil Wawancara dengan Salmina selaku Aparatur Gampong Kuta Baro Kecamatan 

Trumon, pada tanggal 02 Juli 2025. 
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menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. 

Dalam banyak kasus termasuk jarimah khalwat, penyelesaian dilakukan melalui 

musyawarah yang melibatkan tokoh adat, Imum Mukim, serta keluarga pelaku. 

Sanksi yang dijatuhkan umumnya bersifat moral dan sosial, seperti permintaan 

maaf secara terbuka, pembayaran denda adat, hingga pernikahan antara pelaku 

sebagai bentuk pemulihan nama baik keluarga.
8
 

Masyarakat Gampong Kuta Baro memang masih menjadikan hukum 

adat sebagai instrumen utama dalam penyelesaian persoalan sosial. Mekanisme 

penyelesaian adat dinilai lebih cepat, fleksibel, dan sesuai dengan nilai budaya 

setempat. Namun, apakah sanksi adat tersebut cukup memberikan keadilan dan 

kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014? Apakah masyarakat memilih jalur adat karena lebih efisien atau karena 

belum memahami sepenuhnya ketentuan hukum jinayat yang berlaku? 

Penerapan hukum pidana adat beserta sanksinya pada dasarnya hanya 

berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat yang masih memegang dan 

menjalankannya.
9
 Dari sinilah pentingnya dilakukan penelitian untuk mengkaji 

efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku Khalwat, khususnya ditinjau 

dari perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini tidak hanya 

berfungsi untuk mengetahui sejauh mana hukum adat masih berperan dalam 

menyelesaikan persoalan moral di masyarakat, tetapi juga untuk menilai apakah 

sanksi tersebut masih relevan, adil, dan tidak bertentangan dengan aturan hukum 

positif yang berlaku di Aceh. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta Baro 

Kecamatan Trumon? 

                                                           
8 Hasil Wawancara dengan Jamaludin selaku Ketua Pemuda Gampong Kuta Baro 

Kecamatan Trumon pada tanggal 03 Juli 2025. 
9 Rini Apriyani, 2018, Keberadaan Sanksi Adat Dalan Penerapan Hukum Adat, Jurnal 

Hukum PRIORIS, Vol. 6, No. 3, Februari 2018, hlm. 240. 
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2. Bagaimana dampak penerapan sanksi adat di Gampong Kuta Baro 

Kecamatan Trumon dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku? 

3. Bagaimana kesesuaian penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat di 

Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon dengan ketentuan Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara 

khusus proses penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta Baro 

Kecamatan Trumon. 

2. Mengkaji bagaimana dampak penerapan sanksi adat tersebut dalam 

memberikan efek jera terhadap pelaku khalwat. 

3. Menilai kesesuaian antara penerapan sanksi adat terhadap pelaku 

khalwat di Gampong Kuta Baro dengan ketentuan yang diatur dalam 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai 

keterkaitan topik yang diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis 

menelaah sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan ―Efektivitas Sanksi Adat 

bagi Pelaku Khalwat di Era Modern ditinaju dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 

2014‖ yang akan dibahas secara singkat. 

Pertama, Jurnal Rchtsvinding Vol. 5, No. 1 April 2016 yang ditulis oleh 

Zaki Ulya dengan judul ―Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud 

Rekontruksi Syari‘at Islam di aceh‖. Penelitian ini mengkaji implikasi 

pengesahan Qanun Jinayat dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan hak 
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asasi manusia bagi masyarakat Aceh, serta menelaah peran pemerintah Aceh 

dalam mengaktualisasikan penerapan hukum jinayat.
10

 

Penelitian oleh Satiya Citra Dewi pada tahun 2021, dengan judul 

―Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum 

Pidana Islam‖ (Studi kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah). 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk dan efektivitas sanksi adat 

yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat yang ditinjau dari perspektif hukum pidana 

Islam di Kecamatan ketol Kabupate Aceh Tengah.
11

 

Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 Juni 2024 yang ditulis oleh Putri Husna 

UI Nisa, Umar Mahdi, Junaidi dengan judul ―Efektivitas Qanun Jinayat Dalam 

Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie‖, 

Penelitian ini berfokus pada efektivitas Qanun Jinayat dalam penerapan syariat 

Islam terhadap jarimah khalwat di Kabupaten Pidie. Tujuannya adalah untuk 

menganalisis pelaksanaan Qanun Jinayat terkait khalwat di daerah tersebut serta 

mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus 

pelanggaran khalwat.
12

 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 5, No. 1: 1-12 Februari 

2020 yang ditulis oleh Hari Suroto, Faradila Fadlia dengan judul ―Perlakuan 

Hukum Yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan 

HukumAdat‖. Penelitian ini tentang adanya peradilan adat yang tidak mengerti 

tentang hukum adat yang menangani kasus khalwat yang mengakibatkan masih 

                                                           
10 Zaki Ulya, Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syari‘at 

Islam di aceh, Jurnal Rchtsvinding, Vol. 5, No. 1 April 2016, hlm. 135. 
11 Satiya Citra Dewi, Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah). 

(Skripsi: Mahasiswi Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda 

Aceh, 2021). 
12 Putri Husna UI Nisa, dkk, 2024, Efektivitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat 

Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1:116 

Juni 2024. 
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ada potensi sanksi ganda yang diterima oleh pelaku khalwat yang dapat 

merugikan si pelaku.
13

 

Jurnal Syari‘ah dan Ekonomi Islam Vol. 1, No. 2: 93-102 Desember 

2023 yang ditulis oleh Muhammad Jafar dan Fohan Muzakir dengan judul 

―Efektivitas Hukum Cambuk Dalam Mengurangi Kasus Khalwat Pada 

Mahkamah Syariah Lhoksukon‖. Penelitian ini membahas tentang penerapan 

hukum cambuk yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah bagi untuk 

mengurangi kasus khalwat sebagai bentuk kepedulian pemerintah Aceh di 

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
14

 

Penelitian oleh Multazam Habibullah dengan judul skripsi ―Kekuatan 

Hukum putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Khalwat 

Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh‖. Penelitian ini membahas tentang 

kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penegakan syari‘at Isam di Aceh 

dan mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa melalui system 

peradilan adat.
15

  

Kemudian, penelitian oleh Mulizar dengan judul skripsi ―Hukuman 

Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid Al-syariah‖. Penelitian 

ini membahas tentang hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif 

Maqashid Al-syariah, dan bagaimana pelaksanaan yang relevan terhadap pelaku 

                                                           
13 Hari Suroto dan Faradila Fadlia, Perlakuan Hukum Yang Berbeda Bagi Pelaku 

Khalwat Antara Hukum Jinayat dan HukumAdat, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 

5, No. 1: 1-12 Februari 2020. 
14 Muhammad Jafar dan Fohan Muzakir, Efektivitas Hukum Cambuk Dalam 

Mengurangi Kasus Khalwat Pada Mahkamah Syariah Lhoksukon, Jurnal Syari‟ah dan Ekonomi 

Islam Vol. 1, No. 2: 93-102 Desember 2023. 
15 Multazam Habibullah, Kekuatan Hukum putusan Pe,radilan Adat Dalam 

Penyelesaian Sengketa Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh (Skripsi: 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2021). 
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khalwat di Aceh sekaligus dampak positif dan dampak negative dari penetapan 

hukuman bagi pelaku khalwat di Aceh dari perspektif maqashid al-syariah.
16

 

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian 

ini, sebab fokus kajian diarahkan pada efektivitas penerapan sanksi adat 

terhadap pelaku khalwat serta menelaah dampak sosial dan budaya yang 

ditimbulkan dari penerapan sanksi tersebut di Gampong Kuta Baro, Kecamatan 

Trumon, dengan tinjauan khusus berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014. 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Efektivitas   

Kurniawan menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan 

suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi (operasi program 

atau misi) tanpa mengalami tekanan atau stres dalam prosesnya.
17

 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat 

dari sejauh mana aturan yang dibuat mampu diterapkan dan ditaati oleh 

masyarakat. Tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sangat 

dipengaruhi oleh lima aspek penting, yaitu: substansi hukumnya, aparat 

penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, 

serta nilai budaya yang berkembang di dalamnya. Apabila kelima aspek 

tersebut berjalan seimbang, maka hukum akan berfungsi secara optimal 

untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan 

bermasyarakat.
18

 

                                                           
16

 Mulizar, Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid Al-syariah 

(Skripsi: Doktor Program Studi S-3 Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan 2022). 
17 Sukma Faradiba, dkk, 2021, Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk 

Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 1 

Juni 2021, hlm. 278. 
18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
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2. Sanksi Adat 

Sanksi dapat dimaknai sebagai beban, tindakan, atau hukuman 

yang diberikan dengan tujuan memaksa seseorang untuk menaati 

perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Sementara itu, istilah adat 

secara terminologi diduga berasal dari bahasa Arab „adah, yang merujuk 

pada kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang. Adat 

dipahami sebagai suatu kebiasaan yang diyakini masyarakat telah 

terbentuk dan berlaku, baik sebelum maupun setelah adanya kehidupan 

bermasyarakat.
19

 Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi adat adalah 

penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum adat yang 

diberikan oleh Masyarakat adat sebagai Upaya-upaya untuk 

menanggulangi pelanggaran adat.
20

 

3. Khalwat 

Khalwat merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan keadaan seseorang yang menyendiri di tempat terpencil 

dan jauh dari pandangan orang lain. Penggunaan istilah ini memiliki dua 

konotasi, yaitu positif dan negatif. Dalam pengertian positif, khalwat 

dimaknai sebagai upaya menjauh dari keramaian untuk menyendiri 

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.
21 Sedangkan dalam 

pengertian negatif, khalwat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan 

pernikahan (bukan mahram) di tempat yang sepi, sehingga membuka 

                                                           
19 Murtir Jeddawi dan Abdul Rahman, 2020, Identifikasi Hukum Adat Yang Masih 

Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal 

Konstituen, Vol. 2, No. 2 Agustus 2020, hlm. 91. 
20 Pande Mande Kresna Wijaya, 2019, Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku 

Pencurian Pratima Di Bali, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, Agustus 2019, hlm. 306. 
21 Irfan, Op.Cit., hlm.114. 
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peluang terjadinya maksiat dalam bentuk seksual maupun yang dapat 

mengarah pada perzinaan.
22

 

Hukum khalwat berlaku dalam berbagai motif perbuatan, apakah 

dalam kebaikan maupun keburukan, dan jika dilakukan denga cara 

berdua-duaan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram maka 

hal itu dikategorikan khalwat yang dilarang dalam Islam.
23

 

4. Qanun 

Istilah qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut 

dengan kata 'kanun', yang bermakna undang-undang, peraturan, atau 

kitab hukum. Dalam Kamus Aceh-Indonesia I, kata 'kanun' juga diartikan 

sebagai peraturan, undang-undang, hukum, maupun adat kebiasaan. 

Selain itu, qanun dipahami pula sebagai ketentuan atau peraturan yang 

ditetapkan oleh raja yang sedang berkuasa.
24

 

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khusus di Aceh dengan substansi yang wajib berlandaskan pada syariat 

Islam sebagai kekhususan daerah tersebut. Hal ini membedakannya 

dengan peraturan daerah di wilayah lain di Indonesia yang tidak 

memiliki keharusan untuk merujuk pada syariat Islam. Selain itu, Qanun 

juga memiliki karakteristik berbeda dari peraturan daerah lainnya karena 

dapat memuat ketentuan hukum, baik materil maupun formil, yang 

berlaku di Mahkamah Syar‘iyah (setara dengan Pengadilan Agama di 

luar Aceh).
25

 

                                                           
22 Ali Geno Berutu, Op.Cit., hlm.88-89. 
23 Asep Kurniawan, Panduan Praktis Pendidikan Seks dalam Islam Di Rumah dan 

Sekolah, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024) hlm. 79. 
24 Bambang Antariksa, Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, 

Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun, Jurnal Ilmiah, Vol. 05, No. 01 Maret 2017, hlm. 

20-21. 
25 Aidil Fan, Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Politica, Vol. 6, No. 2, Juli-

Desember 2019. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang ditempuh 

peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka menjawab 

rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

tujuan menggambarkan fakta, data, serta pandangan masyarakat sesuai 

dengan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan metode ini dianggap tepat 

karena sejalan dengan tujuan utama penelitian, yaitu memahami secara 

mendalam efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat dalam 

perspektif hukum adat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya di 

Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon. 

Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang digunakan untuk 

memahami berbagai peristiwa sosial secara lebih mendalam dari sudut 

pandang orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini 

lebih fokus pada makna, nilai-nilai, dan cara orang memahami realitas 

sosial, bukan pada angka atau data statistik. Dalam penelitian ini, peneliti 

berusaha mengungkap arti dari interaksi antarmanusia, budaya, dan struktur 

sosial dalam situasi tertentu. Untuk mengumpulkan data, peneliti biasanya 

menggunakan cara seperti observasi langsung, wawancara mendalam, 

analisis dokumen, dan penjabaran isi secara deskriptif.
26

 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode  

penelitian yuridis-empiris berfokus pada analisis terhadap realitas 

hukum yang terjadi di tengah masyarakat, dengan cara menghimpun 

data faktual melalui kegiatan observasi dan studi lapangan guna 

memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam 

                                                           
26 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), hlm. 6.  
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praktik sehari-hari.
27

 Metode penelitian ini bertujuan untuk 

memahami bagaimana hukum itu berlaku dan berfungsi dalam praktik 

kehidupan masyarakat, dan juga penelitian ini tidak hanya fokus pada 

peraturan hukum secara tekstual saja ataupun secara normatif 

melainkan juga meneliti dampak dan implementasi hukum tersebut di 

dalam kehidupan masyarakat. penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitin yuridis empiris brtujuan untuk memahami sebuah 

aturan hukum yang telah di terapkan dan berlaku dengan prakteknya 

dalam kehidupan masyarakat, serta dengan menggunakan metode ini 

penulis dapat melihat bagaimana dampak suatu aturan tersebut 

terhadap lingkungan masyarakat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kedua pendekatan ini 

saling melengkapi untuk menjawab fokus permasalahan secara 

menyeluruh.  

a. Pendekatan perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan adalah cara pendekatan 

dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri dan 

mengkaji berbagai aturan hukum, seperti undang-undang dan 

peraturan lainnya, yang berkaitan langsung dengan masalah hukum 

yang sedang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk 

memahami bagaimana ketentuan hukum secara tertulis mengatur 

suatu persoalan tertentu yang menjadi fokus penelitian. 

b. Pendekatan konseptual 

                                                           
27 Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris 

Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 9, 

No. 2 Desember 2024, hlm. 1-8. 
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Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada 

gagasan dan prinsip-prinsip dasar hukum yang dikembangkan oleh 

para ahli atau pakar hukum. Pendekatan ini membantu peneliti 

dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

isu yang diteliti, dengan merujuk pada teori atau doktrin hukum 

yang telah ada dan diterima secara ilmiah.
28

 

 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang bersumber internal yang 

didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu 

berupa pengamatan.
29

 Yang dilakukan secara langsung di lapangan 

dengan menggunakan tektik wawancara terkait dengan ―Efektivitas 

Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat ditinaju dari 

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Baro 

Kec. Trumon)‖. Adapun yang di menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah Keuchik, Imum Mukim/Imum 

Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda, Pelaku dan/atau Keluarga 

Pelaku. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara.
30

 Seperti data dari jurnal, artikel 

                                                           
28 Markuat, Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1 Tahun 

2022, hlm. 89. 
29 Yani Sukriah Siregar1, dkk, Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan 

Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta 

HKBP 1 Padang Sidempuan, Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, Vol. 2, No. 1, Januari- April 

2022, hlm. 69. 
30 Maya Ariska, dkk, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya 

Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2019, Jurnal Revenue, Vol. 01, No. 01, Juni 2020, hlm. 136. 
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yang juga melakukan penelitian terkait ―Efektivitas Penerapan 

Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat ditinaju dari Qanun Aceh 

No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kec. 

Trumon)‖. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Menurut True (1983), wawancara merupakan bentuk 

percakapan antara dua orang mengenai suatu topik tertentu, yang 

berlangsung sebagai proses komunikasi interaktif dengan tujuan 

khusus, yakni menggali lebih dalam suatu tema melalui rangkaian 

pertanyaan.
31

 

b. Observasi  

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek 

sasaran.
32

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang 

dilakukan secara sistematis untuk mencari, menggunakan, meneliti, 

mengumpulkan, serta menyediakan dokumen guna memperoleh 

informasi, pengetahuan, keterangan, maupun bukti. Hasil 

dokumentasi tersebut kemudian dapat disebarkan kepada pihak 

yang berkepentingan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, foto, 

                                                           
31 Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021), hlm. 1. 
32 Mhd Panerangan Hasibuan, dkk, Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan 

Metode Observasi, Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1 Maret 2023, 

hlm. 8-9. 
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video, dan media lainnya.
33

 

5. Objektivitas dan Keabsahan Data 

a. Objektivitas  

Objektivitas merupakan pembuktian penyajian seluruh 

informasi dan data dari wawancara harus sesuai dan seimbang 

dengan fenomena yang terjadi dalam isi dan redaksi yang 

didapatkan.
34

 

 

b. Keabsahan Data 

Keabsahan data menjadi aspek penting dalam penelitian 

karena berfungsi untuk menguji serta memastikan bahwa data yang 

digunakan benar-benar memenuhi kaidah ilmiah. Dalam penelitian 

kualitatif, keabsahan data harus memenuhi beberapa aspek: 

1. Memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang 

dikumpulkan. 

2. Mendeskripsikan seluruh rangkain penelitian secara lengkap, 

terperinci dan sistematis. 

3. Mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data 

dengan sebaik mungkin. 

4. Mengonfirmasi atau memeriksa Langkah peneliti dalam 

menghasilkan data.
35

 

6.    Teknik Analisis Data 

                                                           
33 Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK 

Tidore Mandiri, JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer), Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 

hlm. 24. 
34 Boby Segah, Pengaruh Pengalaman Kerja, Indepedensi, Objektivitas, Dan Motivasi 

Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Anterior 

Jurnal, Vol. 17, No. 2, juni 2018, hlm. 93. 
35 Dedi Susanto, dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, 

Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaira, Vol. 1, No. 1, Mei 2023, hlm. 57-59. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga 

komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan model analisis 

interaktif sebagai pendekatan dalam mengolah data, yaitu cara untuk 

menganalisis data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan data 

serta antara peneliti dengan orang- orang yang terlibat dalam 

penelitian. Peneliti menerapkan model analisis interaktif dengan 

pertimbangan bahwa penelitian kualitatif berlangsung dalam bentuk 

siklus. Pada saat proses pengumpulan data, peneliti secara bersamaan 

melakukan reduksi dan penyajian data. Seluruh data tersebut 

kemudian dihimpun dalam bentuk field notes atau catatan lapangan 

yang berisi berbagai deskripsi serta refleksi.  

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun 

analisis dokumen pada dasarnya berbentuk teks naratif yang 

disampaikan oleh informan dengan latar keadaan yang sebenarnya. 

Teks tersebut menjadi bagian penting dan esensial dalam proses 

analisis data. Terdapat tiga tahapan dalam analisis data, yaitu:        

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

     Setelah data terkumpul, peneliti melakukan seleksi sesuai dengan 

fokus penelitian. Data yang kurang relevan kemudian direduksi 

agar lebih mudah disarikan dan diolah menjadi abstraksi dari data 

mentah sehingga lebih jelas. Proses reduksi ini mencakup 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, serta 

transformasi terhadap catatan lapangan yang diperoleh. Dengan 

demikian, reduksi data menjadi langkah analisis yang menajamkan 

aspek penting sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, 

sehingga hasil penelitian tersusun lebih sistematis dan bermakna.    

2. Menyajikan data (Display Data)  
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 Penyajian data adalah proses menampilkan informasi yang telah 

disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam 

menarik kesimpulan maupun menentukan langkah selanjutnya. 

Tahap ini memberikan gambaran menyeluruh atas sekumpulan data 

yang diperoleh agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif.   

3. Membuat Kesimpulan (Conclusion drawing/Verification)   

 Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan sekaligus melakukan 

verifikasi dengan cara mencocokkannya kembali dengan data 

lapangan maupun melalui telaah bersama sejawat. Data yang telah 

melalui proses tersebut kemudian siap disajikan sebagai dasar 

dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Kesimpulan dipandang 

sebagai suatu konfigurasi yang utuh. Perlu ditegaskan bahwa 

analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data berlangsung, 

sehingga tidak harus menunggu seluruh data terkumpul, melainkan 

dapat dilakukan secara paralel dengan proses pengumpulan data. 

7.   Pedoman Penulisan 

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan 

Al- Qur‘an, buku-buku sebagai referensi dan buku pedoman 

penulisan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis 

akan memberikan Gambaran yang komprehensif terkait penelitian ini yang 

tersusun secara sistematis dalam empat bab sebagai berikut: 

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, 
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metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Seluruh uraian pada bab ini 

menjadi landasan dan acuan bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya. 

Bab dua membahas tentang teori tentang pengertian khalwat, mengetahui 

penjelasan tentang khalwat dalam hukum adat dan di pandangan Masyarakat 

adat, serta penjelasan tentang Qanun no.6 tahun 2014.  

Bab tiga berisi tentang penjelesan mengenai konsep sanksi adat terhadap 

pelaku khawat di Gampong Kuta Baro Kecamatan trumon menurut Qanun no. 6 

tahun 2014, bentuk sanksi yang diterapkan di Gampong Kuta baro, bagaimana 

fektivitas sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku khalwat di Gampong Kuta 

Baro. 

Bab empat berisi penutup yang memuat hasil akhir penelitian berupa 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan 

saran-saran yang relevan.


